LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 16 TAHUN 1999 SERI D No. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 1999 )

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna
dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang
Kependudukan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negen
Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, dipandang perlu
membentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. '

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentar
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Nega & Koorg,
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 337 72 Tahyy |

3),
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

; 199
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat id ten
Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 77P Ta
Lembaran Negara Nomor 3487); * " mbahy

3
I

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penyersy
Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendafary
Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor ¢
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742); J

, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pan

: gla
dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah diubah denga
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang

Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Pendudik
Daerah Tingkat II;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 tahun 1998 tentan2

Kriteria Penetapan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerel
Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Menetapkan :

MEMUTUSKAN: -
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN i‘L,J\l;'AKE "
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN

DINAS  PENDAFTARAN  PENDUDUK KA
SUKOHARJO

BAB I
" KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;

b pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

' Otonom
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; yang

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo, |

d. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten
Sukoharjo;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;

f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;

g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB I1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(I) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

(2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau

Pelpeﬁntah Propinsi Jawa Tengah bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan
Penduduk.
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Pasal 5

Untuk menyelenggarakan Tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Dagrgp, ; -
Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : ini, Ding

a penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiaian pendafiaray
pencatatan penduduk; ! o

b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditewapkan g
Menteri Dalam Negeri; leh

pemberian Nomor Induk Kependudukan;
pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;

oo

pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan;

= @ e

pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;

i.  pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;

j.  pencatatar. dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
k. pencatatan mutasi penduduk;

1. pengelolaan data penduduk;

m. penyelenggaraan penyuluhan;

n. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk;

: : Teknis D%
o. pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksan? .

Pendaftaran Penduduk;
BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisas!
Pasal 6

Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk ditetapkan Pola Minimal.
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran penduduk terdir dart -
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a KepalaDinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;

d. Seksi Pelayanan Pencatatan ;

e. Seksi Data dan Laporan;

f Cabang Dinas;

g Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri
dari 3 (tiga) Sub Seksi.

) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepalz yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas. :

) Bagan susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini adalah tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian
yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

epala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
alam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9
ub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan

rogram, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat dan
earsipan.

Pasal 10

Jntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian
-ata Usaha mempunyai fungsi :
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a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi:
b. pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan:

e. pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Program ;

b. Urusan Keuangan ;

c. Urusan Umum ;

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipm*
oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung Jawab e
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

an penyiapen

(1) Urusan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan d .
Dinas Penc=~

penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan
Penduduk.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan Pert
pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan
jawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk

ncanaan ¥
Pﬂﬁ‘-“-"‘

L ].0‘

. oeras) KEPE
rasi
. cukan urusan adminis
(3) Urusan Umum mempunyal (ugas melaku 2 dan Kearsipah

perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat-menyur

Bagian Keempal
Seksi Pelayanan Pendaftaran
Pasal 13 -
an ¢ ag W \
inah waid

as melaksi
|L|“‘ “

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyat (Ug "
endaftaran ¢

Pendaftaran Penduduk di bidang Pclayanan P
Indonesia dan Warga Negara Asing.
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Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi
Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

a.

()

(2

(M

)

pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing; :

pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia
dan Warga Negara Asing;

pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk;

- pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari

a.  Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu keluarga;
b.  Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk ;

C.  Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran.

Pasal 16

Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penilitian
berkas pendafiaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan
Penerbitan Kartu Keluarga.

Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
Pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran,

Pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda penduduk.
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(3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas melakukan by,
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta
data penduduk.

an Pendafiyp,
PENgelolazy py,

Bagian kelima
Seksi Pelayanan Pencatatan
Pasal 17

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas D)
Pendaftaran Penduduk di bidang Pelayanan Pencatatan Penduduk Warga Negara Indoq,
dan Warga Negara Asing.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Se!
Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitian berk
pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta kelahiran bagi Warga Nega
Indonesia dan Warga Negara Asing;

b. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitian bert
pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perkawinan bagi W
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

C. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penclitian. M
pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian bagi %
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

v
-

o bers

d.  pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitiah \est!

pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta kematian bagl Warga
Indonesia dan Warga Negara Asing;

. s
€. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan pe "em.lizmt:‘”'
PC"Fama"' pengelolaan data serta penerbitan Akta Pengakuan dan ense®

bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; i ®
f. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan ~ dan l"'fl"lltjiCuxﬂ"
Pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, P
Pengesahan anak dj Jyar negeri;
g.

h.‘l"' 4
e : — " ‘Cnlb.l
Eemenksaan dan penelitian berkas pencatatan serta  pengelolaan [
warga i
gancgaraan dan gantj nama,
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Pasal 19

Geksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari
a Sub Seksi Kelahiran dan Kematian;

b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian;
c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan:

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan.

Pasal 20

Sub Seksi Kelahiran dan kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan
data, penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan
kelahiran dan kematian di luar negeri. ’

Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan
penelitian berkas pencatatan, pengeiolaan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta
Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan
perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian di luar negeri.

Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan
pengelolaan mutasi data, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak.

Bagian Keenam
Seksi Data dan Laporan
Pasal 21

f’EkSi Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
¢ndaftaran Penduduk di bidang pengolahan data dan laporan data penduduk Warga
°8ara Indonesia dan Warga Negara Asing.
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Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2] Peraturan Daeray, ini. <
dan Laporan mempunyai fungsi : Sk
a. penerimaan pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indones:
T = . N 2 )&
Warga Negara Asing: '
b. perumusan sistem penganalisaan dan aplikasi data pendaftaran g pe
penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
C. penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan pendugyk Wy
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; )
d. penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warm
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing: -
€.  pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian layanan informasi:
f.  pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Neem
Asing; .
g-  pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Wap
Negara Asing;
Pasal 23
(1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari
a. Sub Seksi Pengolahan Data;
b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan;
C. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan; o
(2)

. . 'm:-"m”‘:
Sub Seksi-Sub Seks; sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini M0

-2 . o jawab b
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangguné
Kepala Seksi Data dan Pelaporan.

Pasal 24 vy

. b

) , ny1aps? s
(1)Sub Seks; Pengolahan Data mempunyai tugas lm'lukuk.md ,r,rpcﬂﬁ“‘”“fi
Alisa da "N

pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistem, menganalisa L wad N

[ Jdudu
Penylapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan pendudt
Indonesia dan Warga Negara Asing.
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(2) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

\

penyimpanan dan pemeliharaan, serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran

dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta
laporan data Penduduk.

(3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pengendalian dan pengawasan, serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian

layanan Informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas
Pasal 25

* Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

?
.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 26

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
operasional Dinas.

(2) Unit Pelaksana Tf:khis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri
- Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

| O Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan teknis

pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing

Scanned with CamScanner



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

- X

60

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasy) ini dipim,
olch tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada d; bawah :
bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana ;,::
Dinas yang bersangkutan.

- Pasal 29

Kelompok Jabatax Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2§ Peratury
Dacrah ini dapat terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbay
dalam berbagai Kclompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentuka
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diaty
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB YV
TATAKERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepals
Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke
dalam maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawab
dan bertanggung Jawab  kepada Bupati dan dalam melaksanakan wgasn?
menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan fupgsiny?

Pasal 31
ouU

Seliap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendaftaran Pen ‘L

bertar Ay
‘Epung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-m

n
wmber b an t-unlnm an sena petunjuk bagi pelaksana tugas hawahannya
= - u'a J_,)\
C a1l . . , Aud)
satuan  Organisasi w anb  mematuhi |n-lun|uk pe e
“l\'"\ a-“”l

Setap  Pimpinan

benangpung 1awals ke .
Epung jawab kepada Kepala  Dinas serta menyiaphan dan
laporan berkal;

atlepat pada wakiunya
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‘) Setiap laporan yang diterima dari organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan laporan Kepala Dinas.

Pasal 32

il
?fun:(i?) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati.

(. ") Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi
&y pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas
Pendaftaran Penduduk.
R BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
lepala Dinas dan pejabat-pejabat  lain di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk .
iangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan
erundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34

T s

Kf;t,’enjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
Wﬁzetentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

;,mf,_ Pasal 35

rieal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleb Bupati

ysepanjang mengenal pelaksanaannya

i
Pasal 34
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
I: Pasal 36
maka sebagian tugas dan fungsi pendaftaran

y Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,

| ‘},‘,penduduk yang berada pada Kantor Catatan Sipil' Kabupaten Sukoharto dan Bagi-an. Tata
{ Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Sukoharjo dihapus dan dialihkan
# menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk.
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Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuianya, memerintahkan pengundan,

gan Peranyr..
Daerah ini dengan penempatanannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sy Talry

kohmjo_
Ditetapkan di : Sukoharj

Pada tanggal : 13 Juli 1999
BUPATI SUKOHARJO

ttd.
Ir. TEDJOSUMINTO

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 188.3/200/1999 Tgl. 25 Oktober 1999
A.n Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

ttd
TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukohar)0
Nomor : 16 Th. 1999 Seri : D No. 10
Pada tanggal : 13 Nopember 1999
Sekretaris Dacran Kabupaten Sukohar)0

ud.
Drs. SRIHARDONO
Pembina Tingkat 1
NIP. 010 071 319
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NOMOR 14 TAHUN 1999 TEMTANG
PEMBENTUXAN, ORGANISASI DAN TATAXERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUX XABUPATEN

SUXOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA
DINAS
|
SUB BAGIAN
TATA USAHA
[ T 1
URUSAN lﬁURUSAN URUSAN
PROGRAM KEUANGAN UMUM
KELOMPOK SEKSI SEKSI \ SEKSI
JABATAN PELAYANAN PELAYANAN DATA DAN
FUNGSIONAL PENDAFTARAN PENCATATAN LAPORAN
I——J —_—'—_I -———J
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
— K@S&%@g‘g& KELAHIRAN DAN PENGOLAAN
DAN KK KEMATIAN DATA
SUB SEKSI SUB SEKSI PER- SUB SEKSI
| KARTU TANDA AN PENYIMPANAN
PENDUDUK ANAK & PERCERAIAN DAN LAPORAN
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
_— MUTASI L] MUTASI PENGENDALIAN
PENDAFTARAN PENCATATAN DAN PENYULUHAN
UNIT PELAKSANA
CABANG TEKNIS DINAS
DINAS (UPTD)
T T
BUPATI SUKOHARJO

{{4]

lr. TEDJOSUMINTO

HKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAM
. 26 Oktobar 1999

DISA
eputusan No. 188.3/200/1999 Tg '
KAT | JAWA TENGAH

Dengan K
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TING
Kepala Biro Hukum

td

TARTOPO SUNARTO. SH
NIP. 500 048 825
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